KABUPATEN DAERAH TINGg 4

Ni Ak T II sy
NOMOR : 6 TAHUN 1989 gppy g ISSHQARJO'
%—-”'—:—'— _—"———-_._____\_“__ ’

PERATURANW
KABUPATEN DAERAH TINGKAT j| SU
NOMOR : 6 TAHUN {054
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA Esa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Ir SUKOHARJO

KOHARJO

enimbsng | a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 'l‘ingkat'\Il gl
harjo Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Sukobarjo Nomor 7 Tahun 1978
Seri B Nomor 5 yang tc;ab diubah, terakhir dengan Pera-
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1I Sukobarjo
Nomor 14 Tah’un 1984 yang diundangkan dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8§
Tahun 1985 Seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan perkemba-

ngan dewasa ini sehingga perlu d-ilinjau kembali dan diganti
dengan Peraturan Daerah baru ;
b, bahwa . ¢ ¢ o0 oo
42
4_—4
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n dengan . bal tersebut huryp , o
iy
b

a
'a SChubung
p. bat¥ 1 Dacrs sab tersebut di atas perlu dicaby, ] y
Pcﬂlw R t b a
Dacrah tentang Retribusi Pelay
. peraturad fngp
gan P , “!}
Dasaf
. ] Undang-undaﬂg Nomor 5 Tabun' 1974 tentang Pokg
Menginast ¢ ! . Dacrah ; }
pemerintahal di Da d

na nomor 13 Tahun 1950 tentang Peq,
by

2. Undang-undans
Kabupaten dalam ngkungan Propiyg

Daerah—dacrab
Tengah ; ; ,
3. Undapg-undang Nomot 12:/ Diti. Thhun‘.l'QSthntangP

turan Umum Rcmbusl Daerah; ;

//)Undang—undang' Nomor 9 Tahun 1960 tentarg Polok,

P
WaY%
Keschatan ;5. -

eraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1987 tentang P

5P
alam’ Bidang Ke

rahan sebagian’ urusan’ Pemerintaban’ D

tan' kepada Daerah ;

6. Keputusan Bersama Mcnter: Kcschatan dan Menteri L

Negeri chubhk Indoncsxa No. 684a/ MENKES/IX/
’ 87 /| TAHUN / UN [ %

tentang Pedoman Pelaksanazn Pungutan Retribusi Pelt

Keschatan Dasar ;

7.-Keputusan:
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7. Keputusan Gubernur Kepgl, Dacrah T,
Nomor ¢ 440 /42 / 88 tentang Pedoman py
Potongan langsung oleh Sarang Pelayanap

Tata Cara Pertanggung JaWabannya.

gkat | Jawa Tengal
aksanagy Penggunaan
Kesehatgy Dasar dag

Dengtd Persetujusn Dewan Perwakilan Rakyyy Dacrah Kabupage, Daerah
ringkat 11 Sukoharjo.
I

MEMUTUSKAN

Meaetapkan : PERATURAN . DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -
KAT Il SUKOHARJO TENTANG RETRIBUS] PELAYANAN
KESEHATAN DASAR,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dacrah Ting-
kat II Sukobarjo ;

c. Inspektorat. .......
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» Kabupaten adalah !nspekto:nt Wi
lla
\]

Inspektorat Wilaya
Daerah Tingkat II Sukoharjo ; \

KabupatCﬂ

an adalab Dinas Kcschatan Kabupaten

Dinas Keschat
Tingkat II Sukoharjo ;

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada sehetanag W
yah / Daerah Tingkat II Sukobharjo ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dacrah ngk

Sukoharjo ;
PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKBSMAS
KELILING DAN POLIKLINIK PADA RUMAH SAK]]
UMUM adslah Unit Sarana Pelayanan kesehatan Dggy, Yany
dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepags

masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pelayanan Keschatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dajsp

bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksapakan ol

Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ;

Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang di
pungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan ob!

obatan, pemeriksaan Laboratorium dan Medik.

BAB I...'"
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| BAB II
RETRIBUSTI
Pasal 2
(1) Besarny? Retribusi Pelayanan Keschatan Dasar yang depungut bapj
. : e i
setiap peaderits untuk setiap kunjungan diatur sebagai berikut -
a. PUSKESMAS - Rp. 300,00
b. PUSKESMAS PEMBANTU 4 & 300,00
. PUSKESMAS KELILING | : 300.00

4 POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM  Rp. 300,00

(2) Bagi peserta Perum Husada Bbakti tidak dikenakan pungutan se -

bagaimana dimaksud dalam ayat (‘1) pasal ini.
Pasal ‘3

(1) Bagi penderita yang tidak mampv, murid Taman Kanak - kanak,
. Sekolah Dasar dan [ atauw yang scderajad dengan itu diberikan Pe -
layanan Kesehatan Dasar’ secara cuma - cuma. |
(2) Pernyataan bahwa penderita tidak’ mampu, didasark_aq atas Surat
. Keterangan yang dikeluarkan plch:Khepa‘la‘_Desa/ K_epa]a Kélurahan
atau Pejabat yang berwenang dan berlaku untuk masa 3 (,tiga )

Bulan sejuk dibelikan; |

(3-). Bagi penderita murid Taman Kanak - kanak,. Sekolah Dasar dan

 ttau yang sederajad dengan itu diwajibkan tiap kali berobat mem-

bawa Surar Pengantar dari seko]ahann.yﬂ-'

Pa.al4-»--"

4_.-‘
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Pasal 4

derita panyukit menalar sepert) Malaria, Tubercolu
Bagi pen ‘
fs P agabatannya termasuk dalam P'°8'fam p:ﬂ
lain can penyakit - penyakit menular, dibg,ik:hm

anta
bangan Pember n

- Jain yang P®

Jayanan gecara

Pasal 5

i etribusi. pelayanan kesehatar
(1) S:mua hasil puagutan ret P hatau dh&rd
setorkan ke Kas Daerah,

(2) Khusis pcnefimaan‘ pungutan retribusi pelayanag ke
i o Bl
j dasar sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) huryf B b,
"R

¢ Peraturan Daerah ini ditentukan. sebagai - berikut. .

a. 75% ( tujub pulsh 'lima persen ) disctorkan |, K,
ay
Dacrah.

b. 25 % ( dua puluh lima persen.) “"mk'rkcpe']“an.Pcmbiayat‘
kegiatan operasional PUSKESMAS,

Pasal 6

Penggunaan biaya sebagaimana terseb:ut Pasa] 5 ayat (2) hunf|

Peraturan Daerah irii'“dia‘rahka'n untuk

8. Pemeliharaan fisik untuk Sarana Pelayanan Keschatan Dss
sebesar 159 :

b. Operasional sebesar 7,58 ¢

c. Taktis .+’

-
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c. Taktis Pimpinan PUSKESMAg tebesar 2,5 % dari
ey Penyetoran

(2) Pengawasan atas pelaksanasp Peraturan

Daerah jj,
kan k:pada Inspektoray

ditugas -
Wilayap Kabupaten dan Bapij,

0 Hukum,

BAB 1v
PENUT UP
Pasal §

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur

lebib Ianjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pe -

laksanaannya.,

Pasal 9,.....

il
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Pasal 9

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Dacry, E
patea Daerah Tingkat 1I Sukoharjo Nomor 16 Tahyp 197 )
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diundangkan dalgp, Iy
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharje Nomg, b
1978 Seri B Nomor 5 yang telah diubah terakhir dengap Py,
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sgkoharjo Nomor 14
1984 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupate, ]

Tingkat 11 Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1985 Seri B serta kg,
lainnya, dinyatakan tidak berlaku lagi. -

Pasal 10'
Peraturan Daerah ini mulaj bcrl:aku pad'a tanggal diundangka

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkap

undangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya pada Lep
Daerah Kabupaten Daersh Tingkat [I Sukoharjo,

Sukoharjo, 12 Nopembe

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARIJO
KETUA

‘BUPATI KEPALA DAl
TINGKAT II SUKOH!/

s £ g, ttd

DJOKO WALUJO, BA. Drs. SUPRAPTO
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DISAgy KAN
Dengan Kepmusan G

ube
Kepala i

Daerah Tingkat |
Jawa Tengap
Tanggal 22 Maret 1989 No. 188

3/90/1
An. SEKRETARIS WILAYAH /pagg /1989

Kepala Biro Hukum

ttd.
SARJITO, SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembarap Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 6 Th. 1989 Seri B No, 2
Pada Tanggal | Mei 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500 031 518

4_—4
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